
bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat. (3) 
Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang 
perlu menetapkan Uraian Tugas Pokok d.an Fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 
Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang 
· Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1992); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

BUPATITAPANULITENGAH, 
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TENTANG 
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NOMOR 11 TAHUN 2017 
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Menimbang 

\. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4593); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Per.angka.t Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Men.teri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten.tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 

4. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 5 .Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
'- 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bebera.pa. kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9. Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran . Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

( . Nomor 5601); 

·.- 

. ' 
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BAB! 
KETENTUAN' UMUM · 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. · Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; · 

2: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dari tugas 
pernbantuan dengan prinsip .otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana d.imaksud dalam 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. · Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
· pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 

4~ · Bupati a.dalah Bupati Tapanuli Tengah; 
· 5 .. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ad.alah 
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingk.at 

dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan · Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS . POKOK 

DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATENTAPANULI TENGAH. 

1 . Menetapkan 
\ 
\. ... ,·., 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 
Nomo:r 10); 

12. Peraturan Bupa.ti Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 
23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 

(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 
2016 Nomor 23). 
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Pasal 3 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan 
sebagian kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Pasal 2 
Badan Perenca.naan Pembangunan Daerah adalah Tipe B yang merupakan 'unsur 
pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

·Bagian Kesatu 

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BAB II 

ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

8. .Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencana.an Pembangunan Daerah 
. Kabupaten Tapanuli Tengah; 

9. · Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah; · 

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan 
. Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

12. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanu1i Tengah; 

· 13. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/PNS 
a.dalah ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yeng 
;,,_.._ terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan 

- tertentu, yang. jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku; 

· 1s. Uri.it· Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah yang melaksanakan kegiatari teknis operasional 

. dan/atau kegiat.an teknis peri.unjang tertentu. 
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Pasal 5 
(1). Secara hirarki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari Kepala 

Badari, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagiarr/Kepala Suh Bidang 
dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional: 

(2) Organisasi Badan Perencanaan Pemba.ngunan Daerah, terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud · pada Pasal 3 Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana pembangunan tahunan daerah dibidang perencanaan, 

pengendalian dan · evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintah, 
kewilayahan dan peinbangunan manusia, bidang perekonomian, 
Infrastruktur dan Sumber daya alam, bidang penelitian dan pengembangan; 

b. · rnenyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
· Belanja Daerah; · 

d. perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 
· dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangun.an daerah, 

· bidang pemerintah, kewilayahan dan pembangunan manusia, bidang 
· perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam; 
melaksanakan penelitian dan pengembangan; 
melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan 

· daerah; 

koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung; 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

1. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 
bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain yang terkait yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 
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Pasal 6 
( 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan d.aerah dan tugas pembantuari. di bidang perencanaan 
pembangunan daerah; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, · menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut: 

a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

' ' 

BAB Ill 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

· c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangu.nan Daerah, 
terdiri ·dari: 

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; 
3. Sub Bidang Data dan Pelaporan. 

· d. Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia, terdiri 
dari: 

.1. Sub Bidang Pemerintahan; 
· 2. Sub Bidang Kewilayahan; 
3. Sub Bidang Pembangunan Manusia. 

e. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, · terdiri 
dari: 
1. Sub Bidang Perekonomian; 
2. Sub Bidang Infrastruktur; 

· . 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam. 
f. ·. Bidang Penelitian dan Pengemban.gan, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam; 
2. Sub Bidang Penelitian Perekonomian dan Koperasi; 
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. 

· g. Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Pasal 7 
( 1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur · Staf · 

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan; 

· (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

Bagian Kedua 
Sekretadat 

· fungsi. 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 
g. . rriengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat 

surat untuk ditandatangani Bupati; 
( · h. merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah - 
,. ·~···· 

masalah pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
'i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sehubungan 

dengan kebijakan penyelenggaraan tugas .. Badan Perencanaan 
.Pem bangunan Daerah; 

J. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang 
perencanaan pembangunan daerah; 

k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 
1. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 

bidang perencanaan pembangunan daerah; 
m. · pelaksaanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
n: melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tuga.s dan 

_ _.,/' 

Penelitian dan 

pengembangan; 
· e. menentukan. kebijakan teknis pelaksanaan 

Pengembangan; 

f.. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat, Sub 
Bagian, Bidang-bidang dan Sub Bidang di lingkungan Badan 

.. 

d. merumuskan kebijakan perencanaan di bidang penelitian dan 
I 

b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 
pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan sesuai dengan Peratu.ran 
Perundang - undangan yang berlaku: 

c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 
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Pasal 8 
Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. . Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

' 
k. pembinaan dan pemberian dukungan admi:nistrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 

1. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
m. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

i 
I 
I 
'"<- •• 

Pembangunan Daerah; 
menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas sert.a mempersiapkan 

saran.pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Badan; 
J. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.. 
a. nienghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
iainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksana.an tugas 
Sekretariat; 

b. menyusun langkah- langkah kerja/ kegiatan Sekretariat sesuai dengan 
rencana kerja yang ditetapkan; 

c. mengarsipkan dan memelihara dokumen adrninistrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan Bidang 
bidang lainnya; 

e. mengarahkan pelaksanaan tugas 'Staf · Sekretariat serta meneruskan 

(_ .. : ·. proses surat menyurat kepada Kepala Badan; 
. f. mengelola pelaksanaan ket.atausahaan dan ketatalaksanaan serta 

rumahtangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
g. mengkoordinasikan penyusunan anggaran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 
h. melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat 

menyurat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
L melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan Penelitian dan 

Pengembangan Tahunan di lingkungan Badan Perencanaan 
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--------- __, 

dan Kepega.waian; 
J. · mengevaluasi pelaksanaan tugas staf" Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian kepada Sekretaris; 

· 1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai 
dengan tugasnya. 

1. 

rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor; 
g. melaksanakan. pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor serta 

pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya; 
h. memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan 

.pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian 
. . 

sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan 
pelatihan pegawai; 

membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum 

I 
' -. 

' 
melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang f. 

. e. 

I 

\ 

mengumpulkan, mengolah data . dan informasi, mengiventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian; 
memberikan pelayanan: naskah badan, kearsipan, perpustakaan, 
komunikasi, pengetikari/ penggandaan / pendistribusian, penerimaan 

tamu, kehumasan dan protokoler; 

·d. 

Pasal 9 
(1) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas; 
a. membantu Sekretaris inenyelenggarakan ketatausahaan, rumahtangga 

. serta pengelolaan administrasi kepegawaian; 

b. merencanakan kegiatan dan . program kerja Sub Bagian Umum dan 
·Kepegawaian.berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

c. · rn.enghimpun dan · mempelajari peraturan perundang - undangan, 
kebijakan teknis, pedoma.n serta. bahan - bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
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Pengadaan penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 
k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian 

keuangan dan perlengkapan. 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian keuangan dan 

perlengkapan. 
m. melaporkan hasil pelaksanan tugas staf sub bagian keuangan dan 

perlengkapan kepada Sekretaris; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai 
ciengan tugasnya, 

melaksanakan . pembinaan terhadap pemegang 
penyimpana.n/ pengurus barang; 

· j. perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, 
menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan 

dan kas i. 

(2)' Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai 
tugas; 

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis 
kinerja dan pertanggungjawaban adrninistrasi keuangan dan 

· perlengkapan; 

· b. rnerencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan dan 
perlengkapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan 
yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

. c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan, 

kebijakan teknis, pedoman serta bah.an -~ bahan lainnya yang 
. berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan; 

d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas-tugas :yang berkaitan dengan keuangan dan 
perlengkapan; 

e. melaksanakan · analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, 
akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset; 

f. ·. merencanakan, · melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 
g. melaksanakan analisis dan · pengembangan kinerja Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan; 
· h. melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan;. 
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· Daerah menyelenggaraka.n fungsi: 
a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 

pembangunan daerah; 
.: b. melakukan pengumpulan dan analisasi. data dan informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan da.erah; 
c. · pengintegrasian dan harmonisasi program-program pernbangunan 

di daerah; 
d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, 

evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 
e. · m.engkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan 'kebijakan 

perencanaan dan penganggaran di daerah; 
f · melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta .hasil 
rencana pembangunan daerah; 

g. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak 
lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 

h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data 
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;. 

1. ·. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; 
J. , melakukan pengamanan data melalui bah.an cetak dan elektronik 

sebagai bahan dokumentasi; 

k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 

· berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

· daerah. 

· (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

; . Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
\ 

Pasal 10 
(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dF.1.11 Evaluasi Pembangunan Daerah 

adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
! 

Bagian Ketiga 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Derah 
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·· Pasal 12 
(1) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan adalah: 

a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah 
(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan 
holistik integratif; 

b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model 
ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan 
ekonorni makro daerah; 

c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan 
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga 
kebijakan keuangan daerah; 

d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah; 
e. menyusun langkah-langkah kerja sesuai . dengan rencana yang 

. ditetapkan; 
f. . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan 

Pendanaan dengan SubBidang lain; 
g. memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang 

Perencanaan dan Pendanaan; 
h. memberikan dan mengurnpulkan bahan permasalahan . dan 

memberikan saran kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

. 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh · Kepala Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 · 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan . Evaluasi Pembangunan Daerah pa.da 
Bad.an Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri' dari. 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 
b. · . Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; 
c. Sub Bidang Data dan Pelaporari. 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

pembangunan daerah; 

m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan 
program dan kegiatan pembangunan daerah; 

n. penyusunan hasil evaluasi. dan laporan pelaksanaan program 
· pembangunan daerah. 
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. kelancaran tugas kedinasan. 

·n. 

1. 

k. 

h. 

f. 

1. 

' . .l , 
melaksanakan evaluasi · reneana pem.bangunan secara · bulanan, 

. J 
triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan 

. . . 0 
program pembangunan, daerahiselanjutnya; 

g. . menghimpun data hasil · ~tuuasi pembangunan daerah sesuai 
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan; 

. i 
membuat lapor~ . hasil y evaluasi rencana dan . pelaksanaan 
pembangunan daerah sebagei bahan penilaian; 
menyajikan dan mengamankm data informasi pembangunan daerah; 
menindaklanjuti laporan hasn evaluasi secara berjenjang sebagai bahan 

penyusunan program lanjutru\tingkat kabupaten; 
mengkonsultasikan pelajrnanfari tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memp,oleh petunjuk iebih lanjut; 
~engkoordinasikan pelaksana.\· tugas dengan Kepala Bidang melalui 

· rapat/pert~muan untuk penya~an pendapat; 
m. membuat laporan hasil pelalsanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; . , ' , \ 
melaksanakan tugas . 111. Yfg diberikan oleh Kepala Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan . valuasi Pembangunan Daerah untuk 

j. 

daerah; 

f. ' 

c. pengkoordinasian .evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian 
,. pelaksanaan rencana pemhangunan daerah; 

d.. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak 
lanjut penyimpangan terhada,p pencapaian tujuan agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 

(- . e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
( 

perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dart pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 

b. 

inenghimpun bahan · kebija ikan teknis sistem evaluasi pembangunan 
·. daerah sesuai kebutuhan 1;1ebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

periyiapan bahan pengen ibangan sistem dan . prosedur evaluasi, 
pengendalian dan pelaporan · kegiatan terhadap pengendalian, 
perumusan keb.ijakan perer.canaan dan evaluasi terhadap hasil rencana 
pembangunan daerah; 

a .. 

13- 

'21 · Uraian tugas Kepala Sub Bida.ng Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
adalah: · 

·<:,.,,'''!· .. '. 
''. 

------------- 
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.· Pasal 13 

{1) Bidang Pernerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia adalah 
unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ba.dan. 

Bagian Keempat 
Bida11g Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia 

d. rnenyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program 
pembangunan daerah; 

· e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai 
acuan pelaksanaan tugas unit terkait; 

f. · menyajikan data pembangunan da.erah sesuai kebutuhan sebagai 
'. bahan informasi; 

g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui 
bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; 

h. .mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 
. . 

. 1. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara 

periodik sebagai b.ahan evaluasi; 
J. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunju.k lebih lanjut; 
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang melalui 

rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat; 
1. · mem buat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk 
· kelancaran tugas kedinasan. 

.,.~-- 

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan a.dalah: 
a. melakukan pengumpulan :data pembangunan daerah melalui survei 

untuk mengetahui perkembangannya; 
b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan 

penyusunan rencana pembangunan daerah; 
c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan 

progratl} dan kegiatan pembangunan daerah; 
I 
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Pasal l.4 
Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari: 
a. Sub Bidang Pemerintahan; 
b. Sub Bidang Kewilayahan; 
c. Sub Bidang Pembangunan Manusia, 

. 
k. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah di Kabupaten. 

J. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Provinsi; 

d. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
:f_<PJPD, RPJMD dan RKPD} 

e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

APBD; 
f. rnengkoordinasikan · Sinergitas clan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 

Daerah Provinsi di Kabupaten; 
g. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan 

Kementrian/Lembaga Negara di Kabupaten; ·. 
h. · mengkoordinasikan · Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk 

Prioritas Nasional; 

. 1. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama --.--- 
An tar Daerah; 

(2) Kepala Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia 
. · mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

· 'pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
· pemerintah, kewilayahan dan pembangunan manusia. 

. . 
(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Bidang Pemerintahan, kewilayahan dan Pembangunan Manusia 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
b. 'mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah; 
c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

l~KPD· ' 
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Pasal 15 
(1) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan adalah: 

a. merancang penyusun dokumen rencana Pembanguna:n daerah 
(RPJPD,RPJMD, danRKPD) di sub bidang pernerintah; 

b. · menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah di sub bidang pemerintah; 

c.. merencanakan pelaksa.naan Musrenba.ng Rencana Pembangunan 
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang pemerintah; 

d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 
dan RPJMD di sub bidang pemerintah; 

. e. membuat konsep pembinaan teknis . perencanaan kepada Perangkat 
'. Daerah Provinsi di sub bidang pemerintah; 

. f. . membuat · konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 
(- Daerah Kabupaten; 
\ .... 

g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) di sub bidangpemerintah; 

h. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di 
. sub bidang pemerintah; 

1. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Provinsi.; 

J. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas 
Nasional di sub bidang pemerintah; 

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar 

Daerah di sub bidang pemerintah; 
l. memberikan saran dan bahan pertim bangan kepada Kepala Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
m. melaporkan kepada . Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 

tugas / penugasan; 
n. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran seksi 

pemerintah dengan satuan kerja terkait/Tim Anggararr/Panitia 
Anggaran; 

o. melaksanakan evaluasi dan · pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Seksi pemerintah; 

P: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kewilayahan adalah: 
a. merancang penyusun · dokumen rencana Pembangunan daerah 

(RPJPD_,RPJMD, dan._RKPD) sub bidang kewilayahan; 

b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah sub bidang kewilayahan; 

c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan 
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang kewilayahan; 

· d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 
dan RPJMD sub bidang kewilayahan; 

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Provinsi sub bidang kewilayahan; 

f. membuat konsep · pembinaan teknis perencanaan kepada · Perangkat 
Daerah Kabupaten sub bidang kewilayahan; 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
penyusunan dokumen rencana. pernbangunan daerah (RPJPD, R~JMD 
dan RKPD) sub bidang kewilayahan;. 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan · DPRD terkait APBD 

sub bidang kewilayahan; 

1. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Provinsi sub bidang kewilayahan; · 

J. · merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional sub bidang kewilayahan; 
k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar 

Daerah sub bidang kewilayahan; 
C _... 1. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
1n. melaporkan kepada Kepala Bidang , setiap selesai melaksanakan 

tugas/ penugasan; 
n. menyi.apkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 

. ~ _,.; 

sub bidang kewilayahan; 
o. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana · anggaran sub bidang 

kewilayahan dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/ Panitia 
· · Anggaran; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksana.an tugas/kegiatan sub 
bidang kewilayahan; 

q. melaksanakan tugas · lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang: sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia adalah: 
a. merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang pembangunan manusia; 
b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah sub bidang Pemban.gunan manusia; 

c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan 
Daerah (RPJPD, RP,JMD dan RKPD) sub bidang pembangunan manusia; 

d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 
dan RPJMD sub bidang Pembangunan manusia; 

e_ membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah sub bidang Pembangunan manusia; 

·f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Kabupaten sub bidang Pembangunan manusia; 

g. rn.erencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
.penyuaunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) sub bidang Pembangunan manusia; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait AP.BD 
sub bidang Pembangunan manusia; 

1. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Provinsi sub bidang Pembangunan manusia; 

j. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 
Nasional sub bida:ng Pembangunan manusia; 

k, merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar 
. Daerah sub bidang Pembangunan manusia; 

I. memberikan saran dan · bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
m. melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 

tugas/penugasan; 
n. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 

sub bidang Pembangunan manusia. 
o. melaksanakan asistensi/pembahasa.n rencana anggaran sub bidang 

· Pembangunan manusia dengan satua.n kerja terkait/Tirn. 
Anggaran/Panitia Anggaran; 

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub 
bidang Pembangunan manusia; 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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--- ---------- 

' e. melaksanakan Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian 
· Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah 

f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan · DPRD terkait 
APBD; 

g, mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
. Daerah Kabupaten;· 

h. mengkoordinasikan · Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisa~i Kegiatan 
Kementerian/Lembaga di Kabupaten; 

i. mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk 
Prioritas Nasional; 

J. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 
Antar Da.erah; 

k. · · mengkoordinasikan Pembinaan telmis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Kabupaten; 

b. mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan · 
Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 
. RKPD; · 

d. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan . DPRD terkait 

RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

Bagian Keliina 
Bidang Perekonornian, Infrastruktur dan Sun1ber Daya Alam 

Pasal 16 
(1) · Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam adalah unsur 

pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Kepala Bid.ang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan 
pengawasan,., evaluasi dan · pelaporan bidang urusan perekonomian, 

. infrastruktur dan sumber daya alam. 
I 

(3) Untuk 1nel81sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 
menyelengga,.rakan fungsi sebagai berikut: 

a.. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah (RRJPD, RPJMD dan RKPD); 

'. 
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Pasal 18 
(1) Uraia.n tugas Kepala Sub Bidang Perekonomian adalah: 

a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang perekonomian; 

b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah sub bidang perekonomian; 

b. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan 
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang perekonomian; 

c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 
· dan RPJMD sub bidang perekonomian; 

d. membuat konsep pembinaan _teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Kabupaten sub bidang perekononrian; 

e. merencanakan · pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD; RPJMD 

dan RKPD) sub bidang perekonomian; 
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 

sub bidang perekonomian; 
· g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

sub bidang perekonomian; 
h.. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional sub bidang perekonomian; 
1. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar 

Daerah sub bidang perekonomian; 
J. memberikan saran dan bahan pertimbangan · kepada Kepala · Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusanj'kebijakan; 
· k. inelaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 

tugas / penuga.san; 
l. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 

sub bidang perekonomian; 

Pasal 17 
Bidang . Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: 
a. Sub Bidang Perekonomian; 

b. . Sub Bidang Infrastruktur; 
c. Sub Bidang Sumber Daya Alain. 
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Nasional sub bidang infrastruktur; 
I 

J. merencanakan I?.elaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama An tar 

Daerah sub bidang infrastruktur; 
k. memberikan s~an dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusanj'kebijakan; 
1. melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 

tugas/penugasan; 
·, 

m. · · menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
:·, 

sub bidang infrastruktur; 

i. 

s1:1 b bidang infrastruktur; 
merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
SU b bidang .infrastruktur; 
merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas ·, 

h. 

g. 

. . 
e. · membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah ~abupaten_ sub bidang infrastruktur; 
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD) sub bidang infrastruktur; 
· merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 

b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
, Daerah.sub bidang infrastruktur; 

· c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan 
Daerah (RPJPD:, RPJMD dan RKPD} sub bidang infrastruktur; 

d. · merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 
dan RPJMD sub bid.ang infrastruktur; 

;r--. 

I 

\ 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur adalah: 

a. merancang penyusun. dokumen rencana . pembangunan daerah 
(RP..JPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang infrastruktur; . ,· 

m. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Sub Bidang 
pemerintah dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia 
Anggaran; 

· n. . melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub 
bidang perekonomian; 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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n .. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang 
infrastruktur dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia 
Anggaran; 

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaari tugas/kegiatan sub 
bidang infrastruktur; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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e. 

I f. 
I 
I 
' i 
i 
•. 

g. 

( 

. . 

d. . merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Hannonisasi RTRW Daerah 
dan RPJMD sub bidan.g sumber daya alam; 
membuat kon.sep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Kabupaten sub bidang surnber daya alam; 
merencanakan pelaksanaan kesepakatan derigan DPRD terkait · 
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RfJMD 
dan RKPD) sub bidang sur.aber daya alam; 
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
sub bidang sumber daya alam; 

h. meren.canakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
sub bidang sumber daya alam; 

.1. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 
Nasional sub bidang sumber daya alam; 

J. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama An tar 

Daerah sub bidang sumber daya alam; 
k. memberikan . saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
· L . melaporkan kepa.da Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 

tugas/ penugasan; 
m. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 

sub bidang sumber daya alam; 

(3) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah: 

a. rnerancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang sumber daya alam; 

b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah sub bidang sumber daya alam; 

c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan 

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RK.PD) sub bidang bidang sumber da~ya 

alam; 



·. c. melakukan penelitian dan pengembangan rneliputi; 
1. Urusan pemerintahan; 
2. Penataan daerah;. 
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
4. Perangkat daerah; 
5. Produk hukum daerah; 
6. Pembangunan daerah; 
7. Kependudukan dan pencatatan sipil; 
8. Keuangan daerah; 

· 9. Pengelolaan badan usaha milik daerah; 
10. Pelayanan publik; 

I ~· 

,- 
{ · dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah .dan 
-. 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
(2) Kepala Bidang Penelitian dan . Pengembangan mempunyai · tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
· kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan 
pelaporan bidang penelitian dan pengembangan. 

(3) Untuk melaksanakan ~ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai 

. beriku t: . 

a. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang penelitian dan 
pengembangan; 

b. · · mengkoordinasikan . · Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang penelitian dan pengembangan; 

/··- .. 

\ 

Pasal 19 
( 1) . Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana · yang 

Bagian Keenam 
Bidang Penelitian dan Pengembangan 

· n. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang 
sumber daya alam dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia . 
Anggaran; 

· o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub 
bidang sumber daya alam; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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.11. Partisipasi masyarakat; 
· 12. Penyelenggaraan perkotaan; 

.13. Kerjasama daerah; 
14. Pemerintah desa; 
15. Pengelolaan inovasi daerah; 
16. Manajemen sistem informasi daerah; 
17. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; 
18. Pengembangan sumber daya manusia pemerintahan daerah; 
19. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 
20. Implementasi kebijakan sektoral di daerah; 

· 21. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten; 
22. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan 

kewenangan penierintah Kabupaten. 
d. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD bidang penelitian dan pengembangan; 
e. ri:J.engkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penelitian dan pengembangan; 
f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

APBD bidang penelitian dan pengembangan; 
g. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 

Daerah Kabupaten bidang penelitian d~ pengembangan; 
h. .mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi. Kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Kabupaten · bidang penelitian dan 
pengembangan; 

1. :i:nengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan . Kegiatan Pusat untuk 
Prioritas Nasional bidang penelitian dan pengembangan; 

J. · mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Antar Daerab. bidang penelitian dan pengembangan; 
k. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Kabupaten bidang penelitian dan pengembangan; 
1. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan 

pengembangan. 

m. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup · urusan pemerintahan 
· daerah; 

n. melakukan koordinasi . dan sinkronisasi pelaksanaan Kelitbangan di 
Pemerintahan daerah; 
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alam; 
d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD sub bidang penelitian sumber daya alam; 
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah sub bidang penelitian sumber daya alam; 
. f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJ.MD 
dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya alam; 

g. mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 
sub bidang penelitian sumber daya alam; 

h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
sub bidang penelitian sumber daya alam; 

Pasal 21 
(1} ·. Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam adalah: 

a. rnerancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, 
· RPJMD, dan RKPD) sub bidangpenelitian sumber daya alam; 

b. inenganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah sub bidang penelitian sumber daya alam; 

c. . merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan 
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub.bidang penelitian sumber daya 

( 
\ 

Pasal 20 
Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah terdiri dari: 
a. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam; 
b. . Sub Bidang Penelitian Perekonomian dan Koperasi; 
c. Sub Bidang lnovasi dan Teknologi. 

o. pelaksanaan fasilitas dan melakukan inovasi dan tekhnologi dalam 
pemerintahan daerah; 

p. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara 
Indonesia dan asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang 
berwenang, serta pendampingan dan meminta laporan hasil penelitian; 

. q. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil 
kelitbangan: 

-. 
r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

. dengan tugas dan fungsi. 
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perekonomian dan koperasi; 
d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTR.W Daerah 

dan RPJMD .sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi; 
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah sub bidang pen.elitian perekonomian dan koperasi; 
f. mernpersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 

· penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi; 

g. mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD 

sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi; 

Musrenbang Rencana Pembangunan 
dan RKPD) sub bidang penelitian 

c. · merencanakan pelaksanaan 
Daerah (RPJPD, RPJMD 

Daerahsub bidang penelitian perekonomian dan koperasi; · 

a. merancang penyusunan dokumen rencana · pembangunan daerah 
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang penelitian perekonomian 
koperasi; 

b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian Perekonomian dan Koperasi 
adalah: 

,.. .. .-..... 
! evaluasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan penelitian dan 
\ ........ 

pengembangan di sub bidang penelitian sumber daya alam; 
· p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

1. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 
Nasional sub bidang penelitian sumber daya alam; 

J. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar 

Daerah sub bidang penelitin sumber daya alam; 
k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
I. melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 

tugas/ penugasan; 
·. 

m, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
sub penelitian sumber daya alam; 

n. · melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran penelitian Sub 
Bidang penelitian sumber daya alam dengan SKPD terkait; 

o. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta 
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. . 
sub bida.ng inovasi da.n teknologi; 

da.n RPJMD sub bidang inova.si dan teknologi; 
e. membuat konsep pembinaan teknis perencana.a.n kepada Perangkat 

Da.era.h sub bida.ng inovasi da.n teknologi; 
· f. metnpersiapka.n pela.ksa.na.a.n kesepaka.tan denga.n DPRD terkait 

penyusuna.n doku_men rencana. pembangunan da.era.h (RPJPD, ~PJMD 
da.n RKPD) sub bida.ng inova.si dan teknologi; 

g. . merenca.na.ka.n pela.ksa.na.a.n kesepakatan denga.n DPRD terkait APBD , .. 
sub bida.ng inovasi da.n teknologi; 

h. merenca.na.kan sinergitas dan ha.rmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

c. 

b. menganalisis Renstra Pera.ngkat Da.erah dan Rencana Kerja. Perangkat 
Daerah sub bidang inovasi dan teknologi; 
merencanakan pela.ksanaa.n Musrenba.ng Rencana. Pemba.ngunan 
Daerah (RPJPD, RPJMD da.n RKPD) sub bidang _if1:ova.si dan teknologi; 

d.. '. merenca.naka.n pela.ksa.na.an Sine:rgitas da.n Harmonisa.si RTR,v Daer~ 

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi adala.h: 
a. merancang penyusun dokumen renca.na. pembangunan da.erah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknologi; 

·<1 

h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
sub bidang penelitian perekonomian dan kopera.si; 

L merencanakan dukungan pelaksanaan Kegia.ta.n Pusat untuk Prioritas 
Nasional sub bidang penelitian perekonomian dan kopera.si; 

J. merencanakan pelaksanaan kesepaka.tan bersama kerjasama. antar 
da.erah SubBidang Penelitian Perekonomian Dan Koperasi; 

k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da. Kepala. Bidang 
dalam rangka. pengambilan keputusan/kebijakan; 

1. · melaporkan kepada. Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan 
tuga.s / penugasa.n; 

m. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
sub bid.a.ng penelitian perekonomian dan kopera.si; 

n. mela.ksa.nakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang 
penelitian perekonomian dan kopera.si dengan SK'.PD terkait; 

o. melakukan penyia.pan bahan perumusan kebija.kan dan fasilitasi · serta 
evalua.si pelaksana.an dan melapor kan kegia.tan penelitian dan 
pengemba.ngan di sub bidang perekonomian dan kopera.si; 

p. melaksa.naka.n tuga.s la.in yang diberika.n · oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tuga.s dan fungsinya. 
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Pasal 23 
(1} . Kelompok jabatan .fungsional mempunyai tugas rhelaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 
Pembentukan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 
akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah. 

BAB IV 
UNIT P~LAKSANA TEKNIS 

. . 
L merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional sub bidang inovasi dan telrn.ologi; 

J.. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Ber~ Kerjasarria Antar 
· Daerah sub bidang inovasi dan teknologi; 

k. memberikan saran dan bahan kepada kepala bidang dalam rangka 
pengambilan keputusanj'kebijakan; 

· 1. melaporkan kepada kepala bidang setiap selesai melakukan 
. tugas/penugasan; 

m. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
sub bidang inovasi dan teknologi; 

n.. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran sub bidang 
inovasi dan tekhnologi dengan SKPD terkait; 

o. melakukan penyiapan bahan perurnusan kebijakan dan fasilitasi serta . 
evaluasi . pelaksanaan dan melaporkan kegiatan penelitian dan 
pengembangan di sub bidang inovasi dan teknologi; 

'. p. mengintegrasikan kebijakan inovasi dan teknologi daerah dalam 
perencanaan pembangunan daerah; 

. q. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi 
, . 

hasil-hasil kelitbangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi atau media lainnya; 

r. ·. menginventarisasi dan menyiapkan fasilitasi teknologi dan inovasi 

dae:rah yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
daerah; 

.s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 
tugasdan fungsinya. 
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Pasal 26 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 25 
Den.gan · berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 
Tahun · 2008 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP .. --- .... 

Pa.sal 24 
( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Para Kepala 

Bidang, para Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian wajib membangun, 
memelihara, membina dan melaksanakan komunikasi vertikal dan 
horizontal, koordinasi · dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya · 

.serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan dan 
akuntabilitas; 

(2). Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan 
pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 

BAB VI 
'fATA KERJ'A 

(2). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam 
jenjang jabatan fungsional yang . dalam beberapa kelompok bidang 
keahliannya; 

(3) . Setiap kelompok . jabatan · fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Kepala Badan; 

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja; 

· (5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional 
. diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang.berlaku. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2.017 NO MOR 11 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 7 Maret 2017 
SEKRETARIS DrRAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

. _· lt1l / 
HElrom SusANTo iBANTOBING 

BUKIT TAMBUNAN 

ttd" 

' . 
Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 6 Maret 2017 

_ Pj. BUPATI TAPANULI TENGAB 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
i 

Bupati · ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah.. 

Pasal 27 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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